NOMOR 26

TAHUN 2014

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014

Menimbang :

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam

1.

Negeri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan
Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014,
perlu menyusun Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2014;

bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat, Inspektorat Provinsi mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di
Daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas
penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan
pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah
Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota Tahun 2014;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);
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Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999  tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata

12.

13.

14.

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT DAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
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4. Inspektorat adalah Lembaga Pengawasan yang berada di Tingkat
Daerah.

5. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Provinsi Nusa
Tenggara Barat.

6. Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara
Barat.

8. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah
proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar
pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai
dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan yang selanjutnya
disingkat TLHP adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat
yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi
hasil pengawasan pemeriksaan.

Pasal 2
Tujuan Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah:

a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat
Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota;

b. meningkatkan penjaminan mutu (quality inssurance) atas
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kepercayaan masyarakat
atas pengawasan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Ruang lingkup Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 meliputi pengawasan pelaksanaan urusan
Pemerintahan di Daerah yang bersifat wajib dan pilihan, pelaksanaan
dekonsentrasi serta tugas pembantuan.

Pasal 4

Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota merupakan uraian kegiatan yang menjadi
arahan dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan
oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Pasal 5

(1) Sasaran pengawasan Inspektorat Provinsi Tahun 2014 meliputi:
a. pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi;

b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/ Kota
di wilayahnya; dan

d. laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan baik melalui
Kementerian/Badan/Lembaga Non Kementerian maupun tugas
lainnya atas perintah Gubernur/ Wakil Gubernur Nusa
Tenggara Barat.

(2) Uraian kegiatan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1) Kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.

(2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60
(enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan
hasil pengawasan.

(3) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota bertanggung jawab
atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan
oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1) Apabila TLHP terkait indikasi kerugian Keuangan Negara/ Daerah
tidak diselesaikan daalam waktu 60 hari kalender, Wakil
Gubernur dan Wakil Bupati/ Walikota memerintahkan Majelis
Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian TLHP
dimaksud.

(2) Dalam hal TLHP tidak terkait indikasi kerugian keuangan
Negara/Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender,
Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memberikan
penilaian terhadap Kepala SKPD untuk disampaikan kepada
Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan
dalam pengambilan keputusan.
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(3) Dalam hal TLHP dengan tujuan tertentu terkait Kepala Daerah
penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 8

Gubernur/Wakil Gubernur  melaporkan  hasil = Pelaksanaan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2014 yang dilakukan oleh Inspektorat
Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia.

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersumber pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 26 September 2014

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI
Diundangkan di Mataram
pada tanggal 26 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,
ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

_,én-é——,

H. RUSMAN
NIP. 19620820 198503 1 010
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